.mudah me-

" gung jawab

_yang mele-

PARA pihak-pihak terkait yang
bertanggung jawab terhadap
pembangunan jalan dan jem-
batan dengan enteng dapat me-

-.nghindar

dari tang-’
gungjawab.
Dengan

reka mele-
mpar tang-

kepada so-
pir yang
mengang-
kut barang

Akadun

bihi kapa-
sitas jalan atau banjir ketika jalan
rusak dengan cepat.

Ketiga, jalan dibangun kurang
mengindahkan kondisi topo-
grafi, klimatologi, dan geografis.
Orientasi rendah bangsa Indo-

‘nesia terhadap mutu menga-

.

kibatkan masyarakat akan puas
apabilajalan terlihat mulus. Oleh
karena itu tidak akan peduli
manakala ternyata jalan tidak
bermutu. Material dan bentuk
fisik jalan tidak mendapat per-
hatian dari semua pihak.
Padahal beberapa material dan
bentuk fisik jalan tidak tahan
dengan air tergenang, banjir,
serta tonase muatan kendaraan.

Lebih para lagi, anggota mas-

yarakat kurang atau tidak me-
mahami pemicu yang dapat
mempercepat kerusakan jalan
adalah air. Masyarakat sering
mengguyur jalan dengan air
bahkan sampai tergenang se-
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hingga ketika dilewati kénda-
raan, jalan cepat rusak.
Keempat, kurangnya peme-

liharaan dan perawatan jalan -

termasuk rendah penegakan
hukum bagi pelanggar pengguna
jalan raya yang tidak sesuai de-
ngan peraturan yang ada jem-
batan timbang tidak berdaya
melawan kekuatan kapitalis. Ko-
ordinasi yang kurang berjalan

* baik dengan berbagai pihak se-

perti dengan -unit kerja yang
membangun drainase -atau sa-
luran air dan perusahaan yang
melakukan pemasangan kabel
dalam tanah di pinggir jalan atau
bahkan di jalan sehingga jalan

cepat rusak. Kurang cépatnya

jalan rusak tidak diperbaiki me-
ngakibatkan jaringan jalan yang
rusak bertambah banyak danluas.
Pengelola Jalan
Desentralisasi dan otonomi
daerah telah dilaksanakan sejak
tahun 2001 berdasarkan UU No.

22 Tahun 1999 tentang Peme-

rintahan Daerah. Berdasarkan
undang-undang ini, urusan
infrastuktur diserahkan kepada
daerah kabupaten/ kota, Namun
demikian, secara praksis tidak
semua pengelolaan jalan dise-
rahkan kepada kabupaten/ kota.
Prinsip Concurrent menga-
kibatkan pengelolaan jalan ter-
kotalk-kotak menjadi jalan desa,
jalan kabupaten/kota, jalan pro-
pinsi, jalan pusat. Padahal ma-
nakala terjadi kerusakan jalan
maka terdakwa utama adalah
Bupati atau Walikota. Mcskipun
“kerusakan jalan itu pada jalan

)

*

untulgpengelo

(Bagiah 2:Habis)

propinsi atag vcw.m.r tetap saja
alikota menjadi

Rakyat tida mau tahu bahwa
kerusakan
baikannyafmenjadi tanggung
jawab proginsi dan kerusakan
jalan pusatfhegara perbaikannya
menjadi taflggung jawab peme-

rintah pusal.

Olech kagéna itu péngelolaan { Pemerintah perlu membuat

jalan ray#ke depan sebaiknya
seluruhnya diserahkan kepada
kabupaten/ kota tidak bole
olak lagi. Pemerinta

" kabupaten/ kota hendakn

lan propinsi per- -

kendaraan yang memiliki tonase
-80 ton. Beban kendaraan 80 ton
merupakan jalan tengah untuk
meningkatkan efisiensi dalam

lam 10 tahun mendatang sudah
memikirkan jalan yang dapat

dilaluikendaraan dengan beban

{ di atas 100 ton.

Klasifikasi jalan, apakah highway,
road, atau street. Highway dibyat
dengan kontruksi beton bertula-
ng yang dapat dilewati kenda-
raan-kendaraan besar seperti truk

diberikdn kewenangan untflk yang bertonase lebih dari 60 ton.

membuat, memelihara, menge-
ndalikafl jalan yang berada di
wilayah kerjanya termasuk dana
Wms jalan tersebut
disalgrkan melalui block grant.
Pemgrintah pusat melalui pro-
pinsj hanya berfanggung jawab
untuk mepdisfribusikan dan
Bm.mw&ow ikananggaran untuk-
penierintah kabupaten/ kota’
rta melakukanipengawasan
tas Kinerja vmzmmﬁfm&s jalan:
kabupaten/ kota danimeminta
ﬁoﬁwbmmc:m_..woémvmb penggu-
naan dananya. .
Implikasi Kebijakan y
Dari hasil kajian dan andlisis
terhadap cepatnya jalan raya
rusak di atas maka ada beberapa_
implikasi kebijakan yang wajib'
diperhatikan dalam pemba-
ngunan infrastruktur jalan dan
jembatan. Pertama, pemerintah,
selayaknya membangun jalan
dan jembatan yang berkualitas
sehingga mampu dilewati oleh

Road dibuat dengan kontruksi
' hotmix yang mampu dilewati
kendaraan bertonase 40 sampai
dengan 60 ton. Street dibuat
dengan kontruksi aspal untuk
kendaraan sedan dan minibus.
Kedua, pemerintah perlu mela-
kukan skala prioritas dalam
menjalankan program-program

pembangunan yang dapat di-.

danai APBN/D serta mengeli-
minasi anggaran yang tidak
produktif dan tidak mendidik
masyarakat. Pemerintah juga
selayaknya melakukan efisiensi
dalam pengelolaan anggaran
termasuk menciptakan sistem
politik yang tidak kolutif.
Ketiga, agar tidak terjadi pe-
\ nyelewengan dana pembangu-
‘nan infrastruktur jalan dan jem-
tan maka dalam pengadaan
. ja dan jembatan tersebut
Ke terian PU dan atau Dina
U perlu mengandeng KPK mu-
laitahap lelang, pengerjaan, dan

rﬁ._

transportasi dan distribusi ba-
rang meskipun pemerintah da--

L )_No:\\

pengawasan.

Keempat, pemerintah mela-
kukan law enforcement teru-
tama bagi pelanggar batas ke-
tentuan tonase kendaraan ang-

-kutan barang tanpa pandang

bulu. Oleh karena itu, peme-
rintah hendaknya meningkat-
kan efektivitas jembatan timbang
dengan memberantas KKN.

Pemerintah melakukan koordi-

nasi dengan pihak terkait peng-
guna lahan di atas atau pinggir,
jalan untuk pembangunan lain-
nya, bila perlu menerapkan
sanksi yang berat bagi pelang-
garannya. .
Kelima, pemerintah bekerja
sama denganlembaga penelitian
tntuk melakukan penelitian
tentang model dan bentuk pem-
bangunan jalan raya yang tepat

. dengan struktur.dan kontur

tanah, kelembaban dan daya
serap tanah terhadap air dan

" sebagainya agar kualitas jalan

menjadi baik sesuai dengan
kondisi geografi, iklim, dan
topografi daerahnya. .

Keenam, pemerintah hendak-
nya memfasilitasi pembentukan

" kelompok masyarakat pemelihara

jalanraya dimana tugas utamanya
untuk memberikan kesadaran
kepada masayarakat bagaimana
sebaiknya perilaku masyarakat
terhadap jalan raya. (**)

Penulis adalah pengamat
Politik Pemerintahan, Lektor
Kepala pada Kopertis Wilayah
IV Jabar-Banten dpk pada

. STIA Sebelas April Sumedang.

P -y

—




